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Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan memberikan bantuan sosial berbasis non tunai yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu wilayah pelaksanaan program BPNT, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti keterlambatan distribusi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyaluran, serta adanya perbedaan kualitas bahan pangan yang diterima. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Program BPNT di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program BPNT, mengidentifikasi faktor pendukung serta hambatan dalam implementasi, dan memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan di tingkat desa.
Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III yang mencakup empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Populasi dan sampel penelitian terdiri dari aparat desa, pendamping program, dan penerima manfaat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPNT di Desa Sungai Cingam belum berjalan optimal. Faktor pendukung adalah adanya kerjasama pemerintah desa dan pendamping program dalam pendistribusian. Namun hambatan yang ditemukan antara lain keterbatasan jaringan komunikasi, keterlambatan penyaluran, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
[bookmark: _Hlk197074559]Implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan publik yang sangat menentukan keberhasilan suatu program. Secara umum, implementasi dimaknai sebagai rangkaian kegiatan untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu kebijakan publik yang menuntut implementasi yang tepat dan terstruktur.
Kebijakan tersebut berpijak pada landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Untuk melaksanakan amanat tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menjadi dasar hukum bagi program bantuan sosial nasional.
Sebagai pelaksanaan teknis di lapangan, pemerintah mengatur skema bantuan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Salah satu implementasi konkritnya adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial sekaligus mendorong ketahanan pangan masyarakat miskin.
Peraturan Menteri Sosial Nomor 63 Tahun 2017 mengatur bahwa penyaluran bantuan sosial dilakukan secara non tunai melalui rekening bank atau instrumen elektronik lain (seperti Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) dengan menggandeng bank penyalur (HIMBARA). Tujuannya untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, sekaligus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan inklusi keuangan bagi masyarakat miskin.
Permensos No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT Peraturan ini mengatur bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan setiap bulan melalui rekening KPM yang terhubung dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana hanya bisa digunakan untuk membeli pangan pokok (beras, telur, ikan, daging, tahu, tempe dan kacang-kacangan.) di e-Warong/agen yang bekerja sama dengan Bank Himbara.
Permensos No. 5 Tahun 2021 tentang Program Sembako Peraturan ini menetapkan bahwa Program Sembako adalah bantuan sosial pangan bagi KPM yang disalurkan non tunai setiap bulan melalui KKS di bank Himbara. Bantuan hanya bisa dibelanjakan untuk pangan pokok bergizi dan beragam di agen/e-Warong yang ditunjuk. 

Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 pasal 2 ayat (1) point C tentang memberikan bahan bangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Namun kenyataannya dilapangan masih banyak kasus dimana masyarakat yang tergolong mampu tetap menerima bantuan akibat pendataan yang tidak diperbaharui dan minimnya verivikasi lapangan.
Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 pasal 43 ayat (4) huruf a Tim koordinasi bantuan sosial pusat bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, pengendalian dalam perumusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi. Namun kenyataannya dilapangan masih kurangnya pengawasan, membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Seperti memanipulasi data oleh oknum tertentu yang memasukkan nama keluarganya atau kenalan mereka sebagai penerima meskipun tidak memenuhi persyaratan.
Program BPNT diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang tersimpan dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan hanya dapat digunakan untuk membeli komoditas pangan pokok di e-warong yang telah ditunjuk. Pelaksanaannya di tingkat desa bergantung pada validitas data penerima manfaat, kinerja TKSK, serta koordinasi antara pemerintah desa dan Dinas Sosial kabupaten.

Namun, dalam praktiknya di Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, lemahnya pengawasan, dan rendahnya sosialisasi kepada masyarakat. Sejumlah keluarga yang layak justru tidak menerima bantuan, sedangkan penerima yang tidak memenuhi kriteria tetap memperoleh KKS. Selain itu, kehadiran TKSK yang seharusnya menjadi ujung tombak pengawasan tidak berjalan optimal, menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka.
Sebagian orang memahami bahwa kemiskinan identik dengan kekurangan dalam bidang materi atau pemenuhan kebutuhan pokok. Menurut badan pusat statistik, masyarakat dikatakan miskin yaitu sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000.
Kendala ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan di kalangan penerima manfaat. Meskipun secara teknis terdapat mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, evaluasi biasanya dilakukan melalui verifikasi dan validasi ulang penerima manfaat, namun keterbatasan tenaga pendamping serta minimnya sosialisasi membuat proses ini belum maksimal. Selain itu, tidak semua kendala yang ditemukan di lapangan dapat langsung ditindaklanjuti, sehingga perbaikan program berjalan lambat.
Dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ada beberapa pihak/petugas yang terlibat mulai dari pusat hingga ke daerah, antara lain:
1. Kementerian Sosial (Kemensos RI) Menjadi penanggung jawab utama program. Menyusun kebijakan, regulasi, dan pedoman pelaksanaan. Menetapkan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota Melaksanakan koordinasi di daerah. Membina dan mengawasi jalannya program di wilayah masing-masing.
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Pendamping sosial di tingkat kecamatan. Membantu sosialisasi, pendataan, pengawasan, dan pendampingan KPM.
4. Pendamping Sosial/Koordinator PKH Membantu mendampingi KPM dalam pemanfaatan bantuan. Membantu menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan.
5. Aparat Desa/Kelurahan Membantu proses verifikasi dan validasi data KPM. Menjadi penghubung antara warga dengan petugas sosial.
6. Bank Penyalur (Himbara: BRI, BNI, Mandiri, BTN) Menyalurkan bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menyediakan layanan perbankan bagi KPM.
7. E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) Tempat KPM mencairkan bantuan dalam bentuk bahan pangan. Berperan sebagai penyedia bahan pokok sesuai ketentuan.
8. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima langsung bantuan pangan.
Mekanisme pengawasan BPNT dari tingkat pusat hingga masyarakat penerima bantuan:
1. Pusat (Kemensos RI)
a. Menyusun aturan, juknis, dan standar penyaluran.
b. Mengawasi kerja sama dengan bank penyalur (Himbara).
c. Monitoring nasional & menyiapkan kanal pengaduan.
2. Provinsi
a. Dinas Sosial Provinsi mengoordinasikan pengawasan kabupaten/kota.
b. Mengevaluasi laporan penyaluran dan masalah dari daerah.
3. Kabupaten/Kota
a. Dinas Sosial mengawasi e-Warong, data KPM, kualitas & harga pangan.
b. Menindaklanjuti aduan masyarakat dan menyusun laporan ke provinsi.
4. Kecamatan
a. TKSK mendampingi penyaluran, memantau transaksi, dan menerima aduan KPM.
b. Monitoring rutin tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran.
5. Desa/Kelurahan
a. Aparat desa & pendamping sosial verifikasi penerima, awasi distribusi, tampung aduan.
6. Masyarakat/KPM
a. Jadi kontrol sosial, melapor bila ada penyimpangan melalui jalur resmi.
Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dari Kementerian Sosial sebagai berikut:
1. Pendampingan dan Pengawasan Program Kesejahteraan Sosial
Fungsinya
a. Mengawal pelaksanaan BPNT agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
b. Memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan berjalan sesuai prosedur
c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pelanggaran dalam penyaluran bantuan
2. Pendataan dan verifikasi penerima manfaat
Fungsinya
a. Mengidentifikasi masyarakat miskin atau rentan yang berhak menerima bantuan sosial
b. Melakukan validasi dan verifikasi data penerima manfaat secara berkala
c. Berkoordinasi dengan dinas sosial dan pemerinyah daerah dalam penentuan penerima bantuan
3. Koordinasi dan Sosialisasi
Fungsinya
a. Berkoordinasi dengan pemerinyah desa, kecamatan, dan pihak terkait dalam pelaksanaan program sosial
b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban penerima BPNT
c. Memberikan edukasi kepada perangkat desa mengenai tatakelola bantuan sosial yang transparan dan akuntabel
4. Evaluasi dan Laporan
Fungsinya
a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BPNT
b. Menyusun laporan berkala mengenai kendala, capaian, serta rekomendasi perbaikan program
c. Menyampaikan hasil evaluasi kepada dinas sosial untuk perbaikan kebijakan
Dilihat dari poin nomor 1, pendampingan dan pengawasan dalam program kesejahteraan sosial seharusnya memastikan pelaksanaan BPNT berjalan sesuai kebijakan, tepat sasaran, dan bebas dari penyalahgunaan. Namun, kenyataannya di lapangan, banyak Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) tidak aktif turun langsung untuk mengawasi distribusi bantuan. Akibatnya, berbagai permasalahan seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran, ketidaksesuaian jumlah bantuan, hingga potensi penyimpangan dalam distribusi kerap terjadi tanpa pengawasan yang memadai. Minimnya kehadiran TKSK di lapangan juga menyebabkan kurangnya pendampingan bagi masyarakat, sehingga banyak penerima manfaat yang tidak mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka dalam program BPNT.
Jadwal pengawasan dan monitoring oleh petugas BPNT pada umumnya dilakukan setiap bulan bersamaan dengan penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan tujuan memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran, sesuai jumlah, dan sesuai aturan, serta dapat pula dilaksanakan secara insidental apabila muncul kendala, laporan, atau permasalahan di lapangan yang membutuhkan penanganan langsung.
Namun kenyataannya di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis jadwal pengawasan dan monitoring oleh petugas BPNT tidak sesuai dengan harapan masyarakat, masih adanya petugas BPNT tidak melakukan pengawasan dan monitoring sesuai dengan jadwan yang ditentukan.                                                                                                                                                        
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) salah satu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Tepadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen persyaratan sebagai peserta BPNT yang telah ditetapkan. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 
Bagan I.1
Alur Mekanisme Pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kepala Desa/Lurah melaksanakan musyawarah dan hasil musyawarah diberikan ke Bupati / Walikota melalui Camat

Mendaftar ke Desa / Kelurahan dengan membawa persyaratan
Bupati / Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke menteri melalui Gubernur


Menteri sosial menetapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Pemanfaatan Data oleh Kementerian / Lembaga Daerah


Dinsospermasdes melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran rumah tangga




Sumber Data: Website Resmi BPNT
Proses pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimulai ketika warga yang tergolong miskin mendaftarkan diri ke kantor desa atau kelurahan dengan membawa persyaratan administrasi seperti KTP dan Kartu Keluarga. Setelah menerima pendaftaran, kepala desa atau lurah melaksanakan musyawarah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan (muskel) untuk membahas dan menilai kelayakan warga yang mendaftar. Hasil musyawarah ini kemudian disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat sebagai bentuk laporan resmi.
Selanjutnya, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) melakukan verifikasi dan validasi terhadap data warga yang mendaftar melalui kunjungan langsung ke rumah tangga. Verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa warga yang bersangkutan memang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, bupati atau wali kota menyampaikan hasil tersebut kepada gubernur, yang kemudian meneruskannya ke Kementerian Sosial.
Menteri Sosial Republik Indonesia akan menetapkan data warga tersebut ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara resmi. Data yang telah ditetapkan ini selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh berbagai kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial atau program-program kesejahteraan lainnya yang bersifat tepat sasaran.
Untuk terdaftar menjadi penerima (BPNT) ada beberapa Syarat dan Ketentuannya yaitu sebagai berikut:
1. keluarga miskin / rentan miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosisal (DTKS) kementrian sosial
2. Berpenghasilan rendah, bekerja disektor informal, atau tidak memiliki pekeerjaan tetap
3. Tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sosial lainnya yang tidak bisa digabung dengan BPNT
4. Memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS) digunakan sebagai alat transaksi elektronik untuk menerima bantuan di e-warong
5. Berdomisili diwilayah yang sesuai dengan data kependudukan dan DTKS
6. Memiliki komponen, ibu hamil, lanjut usia +70 tahun, dan penyandang disabilitas berat
7. Penerima ditetapkan berdasarkan verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah setempat
Dilihat dari poin nomor 2, masih terdapat banyak masyarakat miskin atau rentan miskin yang bekerja di sektor informal atau tidak memiliki pekerjaan tetap tetapi belum terdaftar sebagai penerima BPNT. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya karena berbagai kendala, seperti keterlambatan atau ketidaktepatan pendataan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, masih ada masyarakat yang belum mengetahui prosedur pendaftaran atau kesulitan dalam mengurus administrasi untuk masuk ke dalam daftar penerima manfaat.
Bantuan Pangan Non Tunai yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat diberikan dalam bentuk bahan pangan pokok yang dibeli oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui E-Warong menggunakan saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan jumlah saldo Rp. 200.000 setiap bulannya yang di cairkan setiap 3 bulan sekali dengan jumlah Rp. 600.000 per 3 bulan.
Jenis bahan pangan yang diterima antara lain beras sebagai sumber karbohidrat utama, telur ayam, ikan, dan daging ayam sebagai sumber protein hewani, serta tahu, tempe, dan kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati. Selain itu, bantuan juga mencakup sayur mayur dan buah-buahan yang berfungsi sebagai sumber vitamin dan mineral, serta minyak goreng sebagai sumber lemak. Pemilihan bahan pangan ini bertujuan untuk memenuhi prinsip gizi seimbang agar kebutuhan dasar gizi KPM dapat tercukupi.
Tabel I.1
[bookmark: _Hlk193217642]Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2024
	No
	Desa Sungai Cingam
	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

	1
	2020
	75 

	2
	2021
	75 

	3
	2022
	75 

	4
	2023
	94 

	5
	2024
	94

	Total
	94


Sumber data: Kantor Desa Sungai Cingam 
Dilihat dari Tabel I.1 menunjukkan jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, pada tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 hingga 2022, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) stabil sebanyak 75 keluarga. Namun, mulai tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah penerima sebanyak 19 keluarga, yang bertahan hingga tahun 2024. Secara keseluruhan, total penerima BPNT selama lima tahun tersebut mencapai 94 keluarga.
Melalui penelitian ini, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan yang muncul selama implementasi kebijakan BPNT. Dengan pemahaman yang komprehensif, dapat dirumuskan solusi yang efektif untuk meningkatkan pelaksanaan program dan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Cingam.
B. Perumusan Masalah Pokok
Berdasarkan uraian mengenai implementasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam yang telah dikemukakan, dalam hal ini masih ditemukan adanya gejala masalah antara lain:
1. Masih ditemukan masyarakat yang menerima (BPNT) tidak tepat sasaran di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
2. Masih adanya kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan program (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.


Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Sungai cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai informasi dan masukan bagi pemerintah Desa Sungai Cingam untuk meningkatkan implementasi dalam pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) otonom di Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.
b. Sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi negara.


BAB II
TELAAH PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Teori Kebijakan Publik
Dalam SUHARTO (2012) Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh prilaku yang konsisten yang berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).
Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented) (SUHARTO, 2012).
Menurut Wilson menjelaskan kebijkan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi atau tidak terjadi (Maulana, 2019). 
Ealau dan Kennet Prewitt (Maulana, 2019), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yangt dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang menaatinya.
	Kebijakan itu sendiri adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Adapun lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya sesuatu “isyu” (masalah) kebijakan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri (Tachjan, 2006)
	kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik. Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Mantiri & Lapian, 2021)
	Menurut Indrawidjaja kriteria suatu kegiatan dapat dikatakan Efektif apabila: 
a. Kebijakan dasar, tujuan dan rencana diketahui secara terbuka oleh seluruh pihak. 
b. Kejelasan strategi kegiatan untuk mencapai tujuan. 
c. Pengorganisasian sumber daya organisasi yang jelas. 
d. Dilaksanakannya kegiatan sesuai dengan perencanaan disertai pengorganisasian dan pengawasan e. Hasilnya dapat mencapai tujuan dan mendatangkan keuntungan atau kepuasan masyarakat (Tria & Praja, 2014)
Menurut Carl J. Friedrick dalam Suratman (2017) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu (WILDAYANTI, 2023)
Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.
Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni: 
a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut (Ramdhani & Ramdhani, 2016).
	Menurut Easton dikerjakan (dalam Subarsono, 2013) Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat, hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat (PRATIWI, 2014)
	Menurut Anderson dalam (Kadir, 2020) secara umum “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk merujuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah). Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relative memadai untuk keperluan pembicaran-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah.
Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu. Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan.
Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan kepentingannya melayani (Ramdhani & Ramdhani, 2016).
	Sementara definisi yang dikemukakan oleh Anderson dalam (PRATIWI, 2014) “Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud tertentu yang telah ditetapkan seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau persoalan.
	Selanjutnya menurut Rose berpendapat “Kebijakan publik bahwa adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan konsekuensi-konsekuensinya beserta bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri” (PRATIWI, 2014).
	Menurut friedrich dalam (Kalalo et al., 2018) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
	Thomas R Dye yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah” (Kalalo et al., 2018).
	Sementara, Scott M. Cuttlip dan Allen H. Yang dikutip oleh (Indriani 2018) mengatakan publik adalah kelompok individu yang terkait oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, unsur-unsur publik adalah :
1. Adanya sejumlah manusia
2. Adanya kepentingan bersama yang mengikat mereka
3. Adanya perasaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut.
	Menurut Mazmanian dan Sabatier (Wahab 2015:67), dalam menilai suatu implementasi kebijakanada 3 (tiga) sudut pandang yang digunakan yakni, pemrakarsa kebijakan (the center atau pusat), pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (the periphery) serta kelompok sasaran (target group) (Saleh et al., 2019).
2. Teori Implementasi
Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik.
Pendekatan implementasi kebijakan publik merupakan pendekatan ilmiah. Oleh karena itu, dalam pendekatan implementasi kebijakan perlu memperhatikan ciri-ciri yang ditunjukkan dalam pendekatan ilmiah sebagaimana dikemukakan oleh Abidin (2004: 62-63), bahwa dalam pendekatan ilmiah terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan:
1. Pengumpulan data dan analisis bersifat objektif atau tidak bias. Dalam pendekatan ilmiah, analisis dilakukan setelah memperoleh data secara objektif. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh informasi tentang kepastian dalam pelaksanaan sesuatu kebijakan diimplementasikan. yang siap 
2. Pengumpulan data secara terarah. Untuk kepentingan implementasi kebijakan dibutuhkan data yang akurat dan terarah agar setiap produk kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan substansi dari produk kebijakan tersebut. 
3. Penggunaan ukuran atau kriteria yang relevan.
4. Rumusan kebijakan yang jelas.
	Charles Jones (dalam Ricky Istamto, 1999: 296) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: 59 stakeholders, yaitu: government, private sector, dan civil society.
a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa (Aneta, 2010).
Warwic dalam (Aneta, 2010) mengatakan bahwa “Dalam implementasi kebijakan terdapat faktor faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: 
a) kemampuan organisasi
b) informasi
c) dukungan, dan 
d) pembagian potensi
	Menurut Webster's Dictionary, menyatakan bahwa implementasi adalah proses penyediaan sarana guna melakukan pelaksanaan kegiatan hingga tercapainya sebuah tujuan dan memiliki dampak/efek terhadap baik dan buruknya. Dalam konteks ini implementasi mengacu pada proses mewujudkan keputusan kebijakan yang dapat berbentuk undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, perintah eksekutif, atau keputusan Presiden (DINNA SIXTEEN NOVIANY, 2022).
	Menurut Usman, implementasi diartikan sebagai “proses menghasilkan kegiatan, tindakan, atau adanya mekanisme sistem”. Implementasi bukan sekadar tindakan; itu adalah kegiatan yang direncanakan dan dirancang untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut definisi yang diberikan di atas, implementasi bukan sekadar kegiatan; merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan standar tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Akibatnya, implementasi tidak mandiri tetapi dipengaruhi oleh objek masa depan (DINNA SIXTEEN NOVIANY, 2022).
	Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, implementation = F (Intention, Output, Outcome). Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu (Akib, H., & Taringan, 2002).
	George C Edward lll (1980) dalam  (Karmanis & Karjono, 2020) menyatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau aoutcomes bagi masyarakat.
Yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik secara langsung maupun tidak langsung menurut Edwards lll (1980) dalam (Karmanis & Karjono, 2020) yaitu ada 4 faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu: 



1. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya
Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktifitas organisasi tidak fleksibel.
B. Operasional Variabel Penelitian
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan konsep penelitian ini, maka terlebih dahulu dijelaskan konsep-konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 
1. Implementasi
	Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan atau penerapan yang biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu, salah satu upaya mewujudkankan dalam suatu sistem.
2. Kebijakan
	Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian keputusan, aturan, atau pedoman yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengarahkan atau mengatur tindakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
3. Program
	Program adalah produk dari perencanaan yang berisi kegiatan atau rangkaian kegiatan berdasarakan perencanaaan yang bersumber dari data yang valid dan memadai untuk menghasilkan capaian dan rencana yang telah disusun.
4. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong atau tempat yang telah ditentukan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga miskin serta mendorong transaksi non-tunai dalam distribusi bantuan sosial.
	Adapun teori yang dipakai sebagai  indikator adalah pendapat Edward III (Karmanis & Karjono, 2020) berpandangaan bahwa implementasi dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu :
1. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
Adapun sub indikator mengenai komunikasi dalam implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Sungan Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:
a) Adanya sosialisasi secara langsung oleh (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Rupat TKSK sebelum menerima sebagai keluarga penerima manfaat.
b) Adanya sosialisasi secara langsung oleh TKSK sesudah menerima sebagai keluarga penerima manfaat.
c) Adanya tempat pengaduan bagi masyarakat terhadap kendala dari program BPNT
2. Sumber Daya
Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
Adapun sub indikator mengenai sumber daya dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu:
a) Adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BPNT sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
b) Adanya TKSK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap KPM.
c) Adanya kunjungan lapangan oleh TKSK untuk menentukan yang berhak menerima program BPNT.
3. Disposisi
Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
Adapun sub indikator mengenai disposisi dalam implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu:
a) Pelaksana program memahami dengan benar sasaran dan tujuan BPNT.
b) Pelaksana program memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam menyalurkan bantuan tepat waktu dan tepat sasaran.
c) Pelaksana Program bertindak secara jujur, transparan dan adil.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Adapun sub indikator mengenai struktur birokrasi dalam implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu:
a) Pelaksanaan program BPNT telah mengikuti prosedur dan alur birokrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
b) Jumlah TKSK yang cukup untuk menangani wilayah kerjanya.
c) Komunikasi antar TKSK dengan Keluarga Penerima Manfaat dalam pembaruan data atau penyelesaian masalah dilapangan berjalan dengan lancar.
		Selanjutnya untuk mengukur penilaian atas variabel efektivitas program keluarga harapan pada Desa Makeruh Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, dari beberapa sub indikator tersebut diatas, maka penulis membuat kategori sebagai berikut:
· Sangat Baik	(5)
· Baik	(4)
· Cukup Baik 	(3)
· Kurang Baik	(2)
· Tidak Baik	(1)



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penulis melakukan penelitian di Jl. H. Abu Bakar Desa Sungai Cingam yang terletak di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Penulis menemukan bahwa lokasi ini tidak efektif dalam pelaksanaan kegiatan program Bantuan Pangan Non Tunai oleh pemerintah Desa yang tidak tepat sasaran dan lemahnya pengawasan.
Penulis menemukan masih banyaknya kasus di mana masyarakat yang tergolong mampu tetap menerima bantuan akibat pendataan yang tidak diperbarui dan minimnya verifikasi lapangan. Kurangnya pengawasan juga membuka peluang penyalahgunaan, seperti manipulasi data oleh oknum tertentu yang memasukkan nama keluarga atau kenalan mereka sebagai penerima, meskipun tidak memenuhi syarat. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Selain itu, ketidaktepatan sasaran mencerminkan lemahnya sistem pengawasan yang mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam program ini.
B. Populasi dan Sampel
Menurut (Sugiyono, 2018), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang menjadi populasi penelitian adalah kepala Desa dan seluruh Pemerintah Desa, Kelembagaan Desa, Pendamping (BPNT) dan seluruh masyarakat penerima (BPNT) yang ada di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Menurut (Sugiyono, 2018), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut (Sugiyono, 2018), sampel adalah sebagian dari kuantitas populasi yang mencerminkan dari keseluruhan populasi tersebut. Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini sedikit, maka penulis menggunakan teknik yaitu Kepala Desa, Aparatur Desa, Pendamping (BPNT) beserta masyarakat penerima program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Penulis menggunakan metode teknik Sensus Sampling/Sampling Jenuh (Sugiyono, 2018), yaitu, seluruh populasi diambil sampelnya karena jumlahnya yang kecil, dan komunitas yang diambil sampelnya dalam penelitian terdiri dari semua keluarga penerima program Bantuan Pangan Non Tunai yang terlibat dalam proses implementasi program dan penulis menganggap relevan untuk memberikan penilaian variabel yang diteliti. Tabel berikut memberikan kejelasan tambahan mengenai situasi populasi dan sampel penelitian:




Tabel III.1
[bookmark: _Hlk193217770]Keadaan Populasi Dan Sampel Pada Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
	No
	Jenis Populasi
	Populasi
(Orang)
	Sampel
(Orang)
	Persentase (%)

	1
	Kepala Desa
	1
	1
	100

	2
	Sekretaris  Desa
Kaur Desa
Kasi Desa
Staf Desa
Kepala Dusun
	
1
3
2
20
5
	
1
3
2
20
5
	
100
100
100
100
100

	3
	Pendamping BPNT
	1
	1
	100

	3
	Masyarakat Penerima (BPNT)
	94
	94
	100

	Jumlah
	126
	126
	100


Sumber Data: Kantor Desa Sungai Cingam 2025
C. jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Data Primer
Menurut (Sugiyono, 2018), Data primer adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari subyek penelitian. Penulis menarik data tentang implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai di Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan pemahaman sebelumnya. Adapun data yang dimaksud berhubungan dengan:

a. Jumlah penerima program bantuan pangan non tunai
b. Jadwal pencairan program bantuan pangan non tunai
c. Syarat dan ketentuan penerima program bantuan pangan non tunai
d. Jumlah besaran bantuan program bantuan pangan non tunai
e. Kriteria penerima program bantuan pangan non tunai
2. Data Skunder
Menurut (Sugiyono, 2018), data skunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpil data, bisa melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data skunder merupakan sumber data pelengkap yang berrfungsi melengkapi data yang diperliukan data primer. Data tersebut diantaranya:
a. Sejarah Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
b. Keadaan dan Komposisi Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
c. Sarana dan Prasarana Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bnegkalis.
d. Struktur Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
e. Visi-Misi Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.


D. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menjawab, diperlukan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber dipercaya dan tanggung jawabkan. Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi yang dilakukan terdiri dari:
1. Observasi
Menurut (Sugiyono, 2018), observasi merupakan pengamatan yang pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada obyek penelitian.
2. Wawancara
Menurut (Sugiyono, 2018), wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dari jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari apa laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.
3. Kuisioner/Angket
Menurut (Sugiyono, 2018), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efesien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang biasa diharapkan dari responden.
4. Dokumentasi
(Sugiyono, 2018) mengatakan bahwa dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dan informasi dari buku, arsip, dokumen, gambar, dan angka berupa laporan dan informasi yang dapat membantu penelitian.
E. Analisis Data
	Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikuantatifkan, untuk mempermudah proses pengelohan data yang menggunakan skala likert dan data diwujudkan dalam bentuk angka dan dianalisis berdasarkan analisis deskriptif.
	Setelah data dari responden terkumpul, langkah berikutnya adalah mengelompokkan data sesuai dengan jenis yang diperlukan dan menyajikan dalam bentuk tabel lengkap dengan penjelasan yang mudah dipahami. Adapun teknik Analisa data yang digunakan yaitu, statitstik deskriptif sebagaimana dijelaskan (Sugiyono, 2018). Statistik deskriptif adalah yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 
	Skala pengukuran yang digunakan untuk menganalisis data peneliti akan menggunakan skala likert dalam menjawab pertanyaan pada kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2018) Skala likert merupakan sebuah skala yang digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala sosial. Dalam penelitian, gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variable penelitian.
	Dengan menggunakan skala likert, diperoleh skor untuk setiap penilaian dengan rentang skor 1-5 jawaban responden bervariasi dengan kriteria, Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, Tidak Baik. Untuk mengukur hasil dari keseluruhan jawaban setiap variable dan indikator dalam penelitian, digunakan skala interval sehingga dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap masing-masing variable dalam penelitian ini. Jumlah keseluruhan sampel terdiri dari 126 orang untuk masing-masing indikator akan diajukan sebanyak 5 pertanyaan.
 Selanjutnya interval untuk setiap indikator di tentukan sebagai berikut:
1. Pengukuran untuk setiap penelitian adalah sebagai berikut: 
Dalam menentukan interval kelas atau lebar kelas dapat menggunakan rumus menurut yaitu: Tahapan awal yang dapat dilakukan adalah dengan 

menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
a. Skor Tertinggi 	5 X 4 X 126 = 2.520
b.  Skor Terendah	1 X 4 X 126 = 504
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas atau lebar kelas digunakan rumus dari Lind (Zulganef, 2018) yaitu:  
Dimana: 
H = nilai dan tertinggi 
L = nilai data terendah
K = jumlah kelas 
Berdasarkan rumus tersebut interval skor dapat ditentukan sebagai berikut:5
2.016
=

[bookmark: _Hlk192671445]


Maka kategori penilaian tiap indikator adalah sebagai berikut :
	[bookmark: _Hlk192671895]Kategori
	Interval Skor

	Sangat Baik
	2.118 – 2.520

	Baik
	1.715 – 2.117

	Cukup Baik
	1.312 – 1.714

	Kurang Baik
	909 – 1.311

	Tidak Baik
	504 – 908



2. Pengukuran untuk seluruh indikator penelitian adalah sebagai berikut:
	Untuk menentukan kategori seluruh indikator penilaian, digunakan rumus yang dikemukakan oleh Lind et al dalam (Zulganef, 2018). Langkah awal yang dilakukan adalah menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
c.  Skor Tertinggi 	5 X 16 X 126 = 10.080
d.  Skor Terendah	1 X 16 X 126 = 2.016
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas atau lebar kelas digunakan rumus dari Lind et al (Zulganef, 2018) yaitu:  
Dimana:
H = nilai data tertinggi 
L = nilai data terendah
K = jumlah kelas 
	Berdasarkan rumus tersebut interval skor dapat ditentukan sebagai berikut:8.064
5
=







Maka kategori penilaian seluruh indikator adalah sebagai berikut :
	Kategori
	Interval Skor

	Sangat Baik
	8.467 – 10.080 

	Baik
	6.854 – 8.466 

	Cukup Baik
	6.241 – 6.853

	Kurang Baik
	3.628 – 5.240

	Tidak Baik
	2.016 – 3.627 
















BAB IV
GAMBARAN UMUM DESA SUNGAI CINGAM KECAMTAN RUPAT KABUPATEN RUPAT

A. Sejarah Berdirinya Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis 
Desa Sungai Cingam terletak di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Salah satu Kecamatan (Rupat) yang terdiri dari 16 Desa dan 4 Kelurahan. Desa Sungai Cingam adalah salah satu Desa yang di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Wilayah Desa Sungai Cingam mencakup beberapa Dusun, RT dan RW yang telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa dari dulunyaa. Dimana Desa Sungai Cingam dijadikan pusat pemerintahan Desa.
Legenda atau Sejarah Desa Sungai Cingam. Awalnya Desa ini merupakan hutan belantara yang sudah dihuni oleh suku-suku asli, menurut kepercayaan mereka pada waktu itu, hutan ini telah dijaga olehmahluk halus (sebangsa Jin) yang sangat ganas. Hingga tujuh kali mereka berusaha untuk membuka lahan atau Desa ini untuk dijadikan perkampungan tidak juga berhasil. Barulah sekitar tahun 1944 datanglah rombongan dari Jawa Tengah yang merantau ke Malaysia.
Pada saat itu, terjadi perang Inggris di Malaysia sehingga membuat rombongan Embah Suro yang terdiri dari tujuh saudara, mereka mencari lokasi perlindungan yang lebih aman untuk kelangsungan hidup.

Tujuh bersaudara itu adalah sebagai berikut:
Embah Suro Dikeromo adalah ketua rombongan pada saat itu.
Embah Kaji Khusen
Embah Samungen
Embah Sairi
Embah Juremi
Embah Sakiman
Embah Sapuan
Desa yang mereka perjuangkan untuk menjadi tempat berlindung dulunya dikuasi oleh Kerajaan Siak yang sekarang diberi nama Pulau Rupat dengan menggunakan sampan layar. Rombongan Embah Suro pertama kali mendarat (dulunya dinamakan) Sungai Kopet yang sekarang di Desa Pangkalan Pinang. Setelah itu mereka menelusuri hutan. Kemudian, mereka menemukan kawasan yang sudah bekas di kelola oleh rombongan suku asli sebanyak 6 kali. Namun, mereka tidak bisa bertahan untuk kelangsungan hidup dikarnakan faktor alam yang sangat rawan. (Identitas suku asli ini hilang tanpa jejak).
Maka, rombongan Embah Suro saat itu sepakat untuk melanjutkan pembukaan lahan tersebut. Pembukaan lahan diketua oleh Embah Suro langsung atau lebih lengkapnya Suro Bin Keromo membuka daerah ini. Rombongan Embah Suro ulet dan semangat kebersamaan sehingga berhasil menjadikan sebuah perkampungan. Setelah berhasil membuka perkampungan tersebut, dan berdasarkan hasil musyawarah, rombongan Embah Suro berkeinginan untuk mengajak saudara-saudara dan rekan-rekannya yang masih ada di pulau jawa untuk datang dan hidup didaerah ini (Desa Sungai Cingam).
Selain masyarakat dari jawa, pendatang juga dari orang-orang Negeri Jiran (Malaysia) yang datang dan menetap di daerah ini. Daerah ini pun menjadi ramai dan mengalami perubahan serta perkembangan di Desa ini.
Awalnya perkampungan ini belum diberi nama oleh rombongan pada saat itu. Tetapi, setelah penelusuran dibeberapa tempat terutama di pinggiran sungai, yang pada saat itu ditemukan Pohon Cingam. Dengan demikian, dari hasil penelusuran itu bersepakatlah untuk memberikan nama Desa/perkampungan ini menjadi nama Desa Sungai Cingam.
Sekitar tahun 1947 dengan hasil musyawarah mufakat, diangkatlah Mbah Suro menjadi penghulu Desa Sungai Cingam. Pada saat itu penunjukkan penghulu kampung langsung ditunjuk oleh Sultan Siak. Mbah Suro dan rekan-rekannya yang dari jawa merupakan keturunan jawa asli yang sudah tentu menjunjung tinggi Agama dan Budaya. Desa Sungai Cingam termasuk satu dari 16 Desa dan Kelurahan di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Desa lain di kecamatan Rupat antara lain Desa Batu Panjang, Desa Darul Aman, Desa Dungun Baru, Desa Hutan Panjang, Desa Makeruh, Desa Pancur Jaya, Desa Pangkalan Nyirih, Desa Pangkalan Pinang, Desa Parit Kebumen, Desa Pergam, Desa Sri Tanjung, Desa Sukarjo Mesim, Desa Sungai Cingam. Desa Tanjung Kapal, Desa Teluk Lecah. 
Keadaan alam Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis merupakan hamparan datar. Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memiliki luas keseluruhan ± 42,318 KM². Dengan batas teritorial sebagai berikut:
1. Sebelah Timur berbatasan Selat Malaka Malaysia
2. Sebelah Utara berbatasan Desa Makeruh
3. Sebelah Barat berbatasan Desa Pangkalan Nyirih
4. Sebelah Selatan berbatasan Desa Teluk Lecah
Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah penduduk terhitung pada tahun 2024 berjumlah 2.572 jiwa atau sama dengan 747 Kepala Keluarga (KK). Jarak Desa Makeruh dari pusat Pemerintahan Kecamatan yaitu berjarak 64,00 Kilometer, dan jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten berjarak 238,00 Kilometer, dan dari pusat Pemerintahan Provinsi jarak ke Desa Makeruh berjarak 662,5 Kilometer.
Potensi lahan di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis masih mengandung sejumlah kawasan yang belum digarap, terutama untuk lahan pertanian dan perkebunan. Kawasan tersebut masih dapat dikembangkan oleh warga Desa Sunagi Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis di bidang perkebunan. Tanah yang ada di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sangat cocok untuk dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit, padi, dan karet, seperti yang terlihat dari permukaan. Selain itu, Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis berpotensi mendukung pertumbuhan budidaya ikan dan udang karena habitatnya yang dataran rendah dan lokasi yang strategis di tepi laut.
Sementara itu, iklim di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis tampak tropis. Dari September hingga Maret, ada musim kemarau dan musim hujan di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan musim kemarau biasanya dimulai pada bulan April hingga Agustus setiap tahunnya.
B. Keadaan dan Komposisi Penduduk Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
penduduk Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa proporsi laki-laki secara signifikan lebih tinggi daripada perempuan. Untuk jelasnya dilihat tabel di bawah ini:
Tabel IV.1
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah (Jiwa)
	Persentase (%)

	1
	Laki-Laki
	1.332
	52%

	2
	Perempuan
	1.240
	48%

	Jumlah
	2.572
	100%


[bookmark: _Hlk199851006]Jumlah Penduduk Desa Sungai Cingam Menurut Jenis Kelamin
Sumber Data: Monografi Desa Sungai Cingam Tahun 2025.
Di lihat dari tabel IV.1 diatas menjelaskan bahwa Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memiliki jumlah penduduk 2.572 jiwa. dimana jumlah penduduk laki-laki adalah 1.332 jiwa atau (52%) dan jumlah penduduk perempuan adalah 1.240 jiwa atau (48%).
Selanjutnya untuk melihat tingkat umur penduduk pada Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel IV. 2
[bookmark: _Hlk199851161]Jumlah Penduduk Desa Sungai Cingam di Lihat dari Kelompok Usia
	No
	Kelompok Umur
	Jumlah (Jiwa)
	Persentase (%)

	1
	0 s/d 18 tahun
	795
	31%

	2
	19 s/d 60 tahun
	1.602
	62%

	3
	 60 tahun keatas
	175
	7%

	Jumlah
	2.572
	100%


Sumber Data: Kantor Desa Sungai Cingam Tahun 2025
Di lihat dari tabel IV.2 diatas menjelaskan bahwa penduduk pada Desa Sungai Cingam dilihat dari kelompok Usia, pada umumnya yang terbanyak pada penduduk berada pada usia antara 19 tahun sampai dengan 60 tahun yang terbanyak dengan jumlah 1.602 jiwa (62%) dan yang berusia pada usia 0 sampai 18 tahun dengan jumlah 795 jiwa atau sebesar (31%), selanjutnya pada usia 60 tahun keatas berjumlah 175 jiwa atau sebesar (7%).
Apabila dilihat dari mata pencarian atau pekerjaan pokok masyarakat Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani/pekebun, peternak, pedagang, honorer dan PNS. Untuk lebih jelasnya mata pencarian atau pekerjaan pokok masyarakat Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat dapat di lihat pada tebel dibawah ini:
Tabel IV.3
[bookmark: _Hlk199851269]Jumlah Penduduk Desa Sungai Cingam di Lihat dari Mata Pencarian
	No
	Mata Pencarian
	 Jumlah orang
	Persentase (%)

	1
	Petani/Pekebun
	669
	75%

	2
	Nelayan
	25
	2%

	3
	Wiraswasta
	50
	5%

	4
	Swasta
	130
	14%

	5
	Tukang
	25
	2%

	6
	PNS
	33
	2%

	Jumlah
	884
	100%


Sumber Data: Kantor Desa Sungai Cingam tahun 2025
Di lihat dari tabel IV.3 diatas menjelaskan bahwa masyarakat Desa Sungai Cingam yang bekerja sebagai petani/pekebun bejumlah 669 orang (75%). Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 25 orang (2%). Masyarakat yang bekerja sebagai Wiraswasta berjumlah 50 orang (5%), Masyarakat yang bekerja sebagai Swasta berjumlah 130 orang (14%). Sedangkan Masyarakat yang bekerja sebagai Tukang berjumlah 25 orang (2%), Dan yang bekerja sebagai PNS yaitu berjumlah 33 orang (2%).
Berdasarkan mata pencarian penduduk sebagaimana dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa mata pencarian atau pekerjaan penduduk Desa Sungai Cingam bersifat heterogen, dengan demikian diharapkan dengan mata pencarian tersebut dapat memberikan pengaruh pada sosial ekonomi masyarakat pada Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Selain itu, disiapkan personel yang mampu menunjang kegiatan kerja yang diperlukan agar Kepala Desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah didelegasikan dari kecamatan. Operasional kantor dan prosedur pelayanan Desa didukung oleh aparatur dan aparat. Di kantor Desa Sungai Cingam di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, situasi dan komposisi perangkat desa adalah sebagai berikut:
Tabel IV.4
[bookmark: _Hlk199854592]Komposisi Pemerintah Desa berdasarkan Jumlah dan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Pemerintah Desa
	Persentase (%)

	
	Laki-laki
	24
	75%

	2
	Perempuan
	8
	25%

	Jumlah
	32
	100%


Sumber data: Kantor Desa Sungai Cingam 2025.
Di lihat dari tabel IV.4 di atas menjelaskan bahwa jumlah pemerintah Desa sebanyak 32 orang yang terdiri dari 24 orang pria (75%), dan perempuan berjumlah sebanyak 8 orang (25%).
Selain itu, Kepala Desa Sungai Cingam harus mempekerjakan pengurus dengan latar belakang pendidikan untuk memudahkan kegiatan Dinas tersebut. Karena lapangan kerja yang akan diciptakan sangat didukung oleh jenjang pendidikan. Tabel berikut menggambarkan tingkat pendidikan pemerintah desa di Kantor Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis:
Tabel IV.5
[bookmark: _Hlk199854759]Komposisi Pemerintah Desa Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Pemerintah Desa
	Persentase (%)

	1
	S1
	16
	50%

	2
	D3
	4
	12%

	3
	D2
	1
	3%

	4
	D1
	1
	3%

	5
	SLTA/Sederajat
	10
	32%

	Jumlah
	32
	100%


Sumber Data: Kantor Desa Sungai Cingam Tahun 2025.
[bookmark: _Hlk198115381][bookmark: _Hlk198115407]Di lihat dari tabel IV. 5 di atas menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan Pemerintah Desa Sungai Cingam cukup baik yaitu yang tamatan S1 sebanyak 16 orang (5%), tamatan D3 sebanyak 4 orang (12%), tamatan dari D2 hanya 1 orang (3%), dan tamatan dari D1 hanya 1 orang (3%), sedangkan yang tamatan dari SLTA/Sederajat hanya 10 orang (32%), dan tidak ada lagi pemerintah Desa yang berlatar belakang pendidikan tamatan SLTP/Sederajat dan SD/Sederajat. Dengan pendidikan yang cukup baik ini akan menjadi faktor pendukung Pemerintah Desa dalam menyakinkan masyarakat terkait program-program yang akan dilaksanakan, mengingat pendidikan juga merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap pemerintah Desa untuk menunjang terciptanya pemikiran-pemikiran yang kreatif untuk pembangunan Desa.
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Aparatur Desa di Kabupaten Bengkalis mengatur jalannya roda pemerintahan di Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dijelaskan bahwa susunan Pemerintah Desa yang terdiri atas Kepala Desa, yang dibantu oleh perangkat Desa. perangkat Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas, Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat, unsur Staf Sekretariat Desa yaitu Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan. Sedangkan untuk Pelaksana Kewilayahan yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) Dusun. Dan untuk Pelaksana Teknis terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
Mengenai struktur organisasi Pemerintah Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat dapat dilihat pada bagan dibawah ini:
Bagan IV.1
[bookmark: _Hlk199855095]Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
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Sumber Data: Kantor Desa Sungai Cingam Tahun 2025.
Selanjutnya mengenai rincian tugas dan fungsi dari Pemerintah Desa Sungai Singam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kepala Desa
Kepala Desa mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
a. Berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun fungsi Kepala Desa sebagai berikut:
a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
c. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
d. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
e. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab masyarakat, partisipasi masyarakat, praktik sosial budaya dan keagamaan masyarakat, dan pekerjaan adalah contoh pengembangan masyarakat.
2. Sekretaris Desa
Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
b. Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
Adapun fungsi Sekretaris Desa yaitu:
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan Kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
d. melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Kepala Urusan
Kepala Urusan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Sebagai unsur staf sekretariat
b. Membantu Sekretariat Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Adapun fungsi Kepala Urusan yaitu:
a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga Desa lainnya.
c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventaris data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
4. Kepala Seksi
Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Sebagai unsur pelaksana teknis
b. Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
Adapun fungsi Kepala Seksi sebagai berikut:
a. Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa. 
b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi dibagian kesejahteraan yaitu melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, membangun bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Kepala Dusun
Adapun fungsi Kepala Dusun sebagai berikut:
a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
b. Mengawasi pelaksanaan pembanguanan di wilayahnya.
c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
D. Sarana dan Prasarana Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Sarana dan prasarana dapat mempengaruhi masyarakat dalam berbagai kegiatan kehidupan masyarakat, maka ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan akan dapat membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 


Sarana dan prasarana Desa Sungai Cingam di lihat tabel di bawah ini:
Tabel IV. 6
[bookmark: _Hlk199854994]Jumlah Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan pada Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
	No
	Sarana dan Prasarana
	Unit
	Kondisi

	1
	Bidang Transportasi Darat
a. Jalan aspal
b. Jalan pengerasan
c. Jembatan beton
	
6 
4 
14
	
2 rusak

Baik

	2
	Bidang Pendidikan
a. TK
b. SD
c. SMP Sederajat
	
1
4 
1
	Baik

	3
	Rumah Ibadah
a. Masjid
b. Musholla
	
3 
5 

	Baik

	4
	Bidang Kesehatan
a. Puskesmas
b. Poskesdes
c. UKBM (posyandu/polindes)
	
1 
1 
5 
	Baik

	5
	Bidang Olahraga
a. Lapangan Sepak Bola 
b. Lapangan Bola Volly
	
3 
5
	Baik

	6
	Sarana dan Prasarana Pemerintahan
a. Balai pertemuan
b. Ruang kerja
c. Meja
d. Almari arsip
e. Kursi
f. Komputer
g. Printer
h. Kendaraan dinas 
	
1 
3 
15 
11 
40 
6 
4 
5
	Baik

	Jumlah
	138
	


Sumber Data: Kantor Desa Sungai Cingam tahun 2025.
Di lihat dari tabel IV.6 diatas menjelaskan bahwa sarana sosial kemasyarakatan pada Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dikatakan baik dalam arti telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya seperti sarana transportasi, pendidikan, ibadah, kesehatan, olahraga dan sarana pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
E. Visi-Misi Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa sungai cingam seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Sungai Cingam adalah:
“Mewujudkan Desa Sungai Cingam Sebagai Desa Yang Peduli Terhadap Pelayanan Masyarakat yang Agamis, Adil dan Transparan”
Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang membuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya Visi desa tersebut, Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan/dilaksanakan sebagaimana penyusunan visi, misi juga dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sungai Cingam sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sungai Cingam adalah:
1. Mengedepankan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelaksanaan yang baik bagi masyarakat
2. Mengedepankan kehidupan masyarakat desa yang dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan
3. Mengedepankan transparansi dan keadilan dalam pembangunan infrastruktur desa
4. Mengedepankan pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat




BAB V
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
A. Identitas Responden
Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, maka terlebih dahulu penulis memaparkan identitas responden penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan Jumlah responden sebanyak 126 Responden yang terdiri dari Pemerintah Desa sebanyak 31 orang, pendamping (BPNT) sebanyak 1 orang dan masyarakat penerima program BPNT sebanyak 94 orang.
Penulis membagi peserta penelitian berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Data peserta penelitian dapat dilihat sebagai berikut.:
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Perbedaan jenis kelamin merupakan hal yang sangat wajar dalam organisasi masyarakat, selanjutnya Kemampuan dari setiap individu baik laki-laki maupun perempuan pun sudah tidak jauh berbeda, hai ini terbukti banyaknya kaum perempuan yang ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan organisasi. Individu baik laki-laki maupun perempuan dituntut mampu bekerja sama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Adapaun tabel di bawah ini untuk rincian jenis kelamin responden:
Tabel. V.1
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Responden
	Total
	Persentase (%)

	
	
	Pemerintah Desa
	Masyarakat
BPNT
	Pendamping
BPNT
	
	

	1
	Laki-Laki
	23
	10
	1
	34
	27%

	2
	Perempuan
	8
	84
	-
	92
	73%

	Jumlah
	31
	94
	1
	126
	100%


Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2025
Di lihat dari tabel V.1 di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden penelitian berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 34 orang (27%), sedangkan responden perempuan berjumlah 92 orang (73%).
2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur
Umur merupakan salah satu faktor yang membuat kemampuan dan keterampilan seseorang berkurang ataupun bertambah. Hal ini tentu menjadi perhatian setiap organisasi maupun individu dalam masyarakat dimana umur yang berada pada masa produktif akan memberikan kontribusi yang besar dalam mencapai tujuan yang ditetapkan atau sebaliknya.
Dalam penelitian ini tingkat umur juga merupakan salah satu dasar penulis untuk membedakan umur responden yang menjadi penelitian penulis, sehingga dengan adanya perbedaan umur dapat memberikan gambaran dalam mencari jawaban dari hasil penelitian penulis. Untuk mengetahui jumlah Usia responden tercantum dalam tabel di bawah ini.:

Tabel. V. 2
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur
	No
	Tingkat Umur
	Responden
	Total
	Persentase (%)

	
	
	Pemerintah Desa
	Masyarakat
BPNT
	Pendamping
BPNT
	
	

	1
	26 - 35
	19
	7
	1
	27
	21%

	2
	36 - 45
	8
	36
	-
	44
	35%

	3
	46 - 55
	4
	29
	-
	33
	26%

	4
	>56
	-
	22
	-
	22
	18%

	Jumlah
	31
	94
	1
	126
	100


Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2025
Di lihat dari tabel V.2 di atas menjelaskan bahwa tingkat umur yang paling banyak dari responden penelitian yaitu berusia antara 36 hingga usia 45 tahun berjumlah 36 orang (35%), selanjutnya diikuti dengan responden tingkat umur 46 Hingga usia 55 tahun terdapat 29 orang (26%), diikuti  dengan responden tingkat umur di atas 56 tahun terdapat 22 orang (18%), dan 7 orang (21%) di tingkat umur 26 hingga 35 tahun.
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadi utama dalam menggerakkan dan menjalankan suatu roda pemerintahan, dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan setiap individu dalam menjalankan atau mengemban tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu latar belakang pendidikan seseorang dapat memberikan pengaruh keberhasilan terhadap pelaksanaan roda dalam pemerintahan. Tabel di bawah ini menampilkan responden berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel. V.3
Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat  
Pendidkan
	Responden
	Total
	Persentase (%)

	
	
	Pemerintah Desa
	Masyarakat
BPNT
	Pendamping
BPNT
	
	

	1
	S1
	15
	-
	1
	16
	13%

	2
	D3
	4
	-
	-
	4
	3%

	3
	D2
	1
	
	
	1
	1%

	4
	D1
	1
	
	
	1
	1%

	5
	SLTA
	10
	8
	-
	18
	14%

	6
	SLTP
	-
	37
	-
	37
	29%

	7
	SD
	-
	49
	-
	49
	39%

	Jumlah
	31
	94
	1
	126
	100%


Sumber data: Hasil olahan data lapangan tahun 2025
Di lihat dari tabel V.3 di atas menjelaskan bahwa sebagian besar responden penelitian berpendidikan SD yaitu berjumlah 49 orang (39%), Kemudian untuk tingkat pendidikan SLTP berjumlah 37 orang (29%), dari tingkat pendidikan SLTA sebanyak 18 orang (14%), dari tingkat pendidikan S1 sebanyak 16 orang (13%) dari tingkat pendidikan D3 berjumlah 4 orang (3%), dari tingkat pendidikan D2 berjumlah 1 orang (1%), dan dari tingkat pendidikan D1 berjumlah 1 orang (1%).
B. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada pemerintahan penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan hal ini juga merupakan investasi yang berharga bagi pembangunan sosial dan ekonomi.
Oleh karena itu dalam  perwujudan ekonomi ini penting untuk menilai kontribusi program tersebut dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin dan mempromosikan inklusi keuangan serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul Implementasi Kebijakan program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, maka indikator penulis terdiri dari:
1. [bookmark: _Hlk205457820]Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
Adapun sub indikator mengenai komunikasi dalam implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Sungan Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:


a) Adanya sosialisasi secara langsung oleh TKSK sebelum menerima sebagai keluarga penerima manfaat.
Sosialisasi secara langsung oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebelum penetapan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinilai tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai program bantuan yang mereka terima, yang menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi belum dilaksanakan secara maksimal. TKSK sebagai pihak yang bertanggung jawab seharusnya melakukan sosialisasi sebelum proses verifikasi dan validasi data dilakukan, namun di Desa Sungai Cingam hal ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Ketidakefektifan ini sering terjadi karena lemahnya koordinasi, kurangnya pengawasan dari dinas terkait, minimnya anggaran operasional, serta rendahnya inisiatif dari petugas lapangan. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, kecemburuan sosial, serta ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. 
b) Adanya sosialisasi secara langsung oleh TKSK sesudah menerima sebagai keluarga penerima manfaat.
Sosialisasi secara langsung oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dilakukan setelah masyarakat ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinilai tidak efektif dan kurang tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena informasi penting terkait hak, kewajiban, serta mekanisme program seharusnya disampaikan sebelum bantuan diberikan agar penerima memahami dengan baik peran mereka dalam program tersebut. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan setelah penetapan KPM menimbulkan kebingungan di masyarakat dan memunculkan kesan kurangnya transparansi dalam proses seleksi. Di Desa Sungai Cingam, hal ini terjadi karena lemahnya perencanaan, minimnya pengawasan dari instansi terkait, serta kurangnya inisiatif dari TKSK dalam menjalin komunikasi dengan calon penerima. Akibatnya, banyak KPM yang tidak memahami tujuan program, prosedur pelaporan, maupun penggunaan bantuan secara tepat, yang pada akhirnya dapat menimbulkan penyimpangan dan ketidaktepatan pemanfaatan bantuan sosial.
c) Adanya tempat pengaduan bagi masyarakat terhadap kendala dari program BPNT
[bookmark: _Hlk205495407]Meskipun telah disediakan tempat pengaduan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kendala dalam pelaksanaan program BPNT, namun kenyataannya sarana ini masih dinilai tidak baik. Keluhan yang diajukan seringkali tidak mendapat perhatian serius dan tidak terselesaikan secara memadai, sementara petugas yang bertanggung jawab terkesan lambat merespons dan kurang menunjukkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. Waktu pelayanan pengaduan juga tidak teratur sehingga masyarakat kesulitan menentukan kapan harus datang untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, lokasi tempat pengaduan tidak jarang berada di titik yang kurang strategis dan menyulitkan sebagian penerima manfaat untuk menjangkaunya. Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya koordinasi serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang, sehingga berbagai keluhan masyarakat dibiarkan menumpuk tanpa tindak lanjut yang jelas. Akibatnya, mekanisme penanganan pengaduan berjalan lambat, proses penyelesaiannya berlarut-larut, dan hasil akhirnya tidak memberikan kepastian ataupun solusi yang memuaskan, sehingga menimbulkan rasa kecewa serta ketidakpuasan di kalangan penerima manfaat program BPNT.
Pelaksanaan sosialisasi langsung oleh TKSK baik sebelum maupun sesudah penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta penyediaan tempat pengaduan bagi masyarakat dalam program BPNT dinilai cukup baik. Meskipun masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan koordinasi, kurangnya konsistensi dalam penyampaian informasi, serta mekanisme pengaduan yang belum sepenuhnya optimal, namun secara umum upaya yang dilakukan telah mampu memberikan pemahaman dasar bagi masyarakat mengenai program, menjembatani komunikasi antara penerima manfaat dengan pelaksana, serta menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi.





Untuk lebih jelasnya mengenai indikator Komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V. 4
Tanggapan Responden Mengenai Komunikasi
	
No
	
Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	
Jumlah

	
	
	SB
	B
	CB
	KB
	TB
	

	1
	Adanya sosialisasi secara langsung oleh TKSK sebelum menerima sebagai keluarga penerima manfaat
	
Frek
	
65
	
42
	
11
	
7
	
1
	
126

	
	
	
Skor
	
325
	
168
	
33
	
14
	
1
	
541

	2
	Adanya sosialisasi secara langsung oleh TKSK sesudah menerima sebagai keluarga penerima manfaat
	
Frek
	
28
	
70
	
19
	
9
	
0
	
126

	
	
	
Skor
	
140
	
280
	
57
	
18
	
0
	
495

	3
	Adanya tempat pengaduan bagi masyarakat terhadap kendala dari program BPNT
	
Frek
	
17
	
50
	
49
	
8
	
2
	
126

	
	
	
Skor
	
85
	
200
	
147
	
16
	
2
	
450

	

Jumlah
	
Frek
	110
	162
	79
	24
	3
	378

	
	
	29%
	43%
	21%
	6%
	1%
	100%

	
	Skor
	550
	648
	237
	48
	3
	1.486


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2025.
Berdasarkan tabel V.4 di atas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden mengenai Komunikasi didapat skor seluruhnya yaitu 1.492. Untuk mengetahui kategori jawaban responden mengenai Komunikasi dapat dengan jelas dilihat dari garis kontinum sebagai berikut:
1.486

	
504	  TB	908	KB	1.311	CB	1.714	B	2.117	SB     2.520
59%

	
20%	TB	36%	KB	52% 	CB	68%	  B	84%	   SB     100%
Berdasarkan Kontinum yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa jawaban dari Responden terhadap indikator Komunikasi dikategorikan Cukup Baik (CB) dengan total skor 1.486 (59%).
2. Sumber Daya
Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
Adapun sub indikator mengenai sumber daya dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu:
a) Adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BPNT sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
Adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BPNT sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada kenyataannya masih dinilai tidak baik. Penetapan penerima bantuan sering tidak tepat sasaran karena masih ditemukan KPM yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat, sementara sebagian masyarakat yang lebih berhak justru belum terakomodasi. Proses verifikasi dan validasi data berjalan tidak konsisten, penyaluran bantuan belum merata, serta pengawasan dari instansi terkait masih lemah. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya koordinasi antara petugas lapangan dan pemerintah desa, sehingga proses penetapan tidak berlangsung transparan dan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
b) Adanya TKSK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap KPM.
Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinilai tidak baik. Kegiatan yang seharusnya dilakukan secara rutin dan berkesinambungan dalam praktiknya sering tidak konsisten dan pelaksanaannya hanya formalitas tanpa tindak lanjut yang jelas. Proses evaluasi tidak mencakup seluruh penerima, metode pengawasan masih lemah, serta hasil pemantauan jarang digunakan sebagai dasar perbaikan program. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya waktu, rendahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya sumber daya yang mendukung kegiatan evaluasi. Akibatnya, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan tidak mampu mengidentifikasi permasalahan secara menyeluruh, menimbulkan kesenjangan informasi, serta berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran sebagaimana tujuan awal program BPNT.
c) Adanya kunjungan lapangan oleh TKSK untuk menentukan yang berhak menerima program BPNT
Kunjungan lapangan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima program BPNT masih dinilai tidak baik. Kegiatan yang seharusnya memastikan ketepatan data dan kondisi penerima sering tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Penentuan calon penerima dilakukan secara terburu-buru, tidak menyeluruh, dan pelaksanaannya tidak konsisten sehingga banyak masyarakat yang layak justru terabaikan, sementara ada yang tidak memenuhi kriteria tetap masuk sebagai penerima. Hal ini terjadi karena lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi. Akibatnya, pelaksanaan kunjungan lapangan tidak transparan, menimbulkan kecemburuan sosial, dan berpotensi menurunkan ketepatan sasaran program BPNT. 
Secara keseluruhan, pelaksanaan program BPNT dinilai kurang baik karena penetapan KPM belum tepat sasaran, monitoring dan evaluasi tidak konsisten, serta kunjungan lapangan tidak menyeluruh, yang dipengaruhi lemahnya koordinasi, pengawasan, dan keterbatasan sumber daya sehingga menimbulkan ketidakadilan dan berkurangnya ketepatan sasaran bantuan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Sumber Daya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V. 5
Tanggapan Responden Mengenai Sumber Daya
	
No
	
Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	
Jumlah

	
	
	SB
	B
	CB
	KB
	TB
	

	1
	Adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BPNT sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
	
Frek
	
27
	
31
	
48
	
18
	
2
	
126

	
	
	
Skor
	
135
	
124
	
144
	
36
	
2
	
441

	2
	Adanya TKSK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap KPM
	
Frek
	
11
	
23
	
57
	
30
	
5
	126

	
	
	
Skor
	
55
	
92
	
171
	
60
	
5
	
383

	3
	Adanya kunjungan lapangan oleh TKSK untuk menentukan yang berhak menerima program BPNT
	
Frek
	
10
	
27
	
39
	
42
	
8
	
126

	
	
	
Skor
	
50
	
108
	
117
	
84
	
8
	
367

	

Jumlah
	
Frek
	48
	81
	144
	90
	15
	378

	
	
	13%
	21%
	38%
	24%
	4%
	100%

	
	Skor
	240
	324
	432
	180
	15
	1.191


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2025.
Berdasarkan tabel V.5 di atas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden mengenai Sumber Daya didapat skor seluruhnya yaitu 1.191. Untuk mengetahui kategori jawaban responden mengenai Sumber Daya dapat dengan jelas dilihat dari garis kontinum sebagai berikut:
1.191

	
504	  TB	908	KB	1.311	CB	1.714	B	2.117	SB     2.520
47%

	
20%	TB	36%	KB	52% 	CB	68%	  B	84%	SB     100%
	Berdasarkan Kontinum yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa jawaban dari Responden terhadap indikator Sumber Daya dikategorikan Kurang Baik (KB) dengan total skor 1.191 (47%).
3. Disposisi
Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
Adapun sub indikator mengenai disposisi dalam implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu:
a) Pelaksana program memahami dengan benar sasaran dan tujuan BPNT.
Pelaksana program dalam memahami sasaran dan tujuan BPNT masih dinilai tidak baik. Pemahaman terhadap siapa yang seharusnya menerima bantuan belum sepenuhnya tepat, sehingga masih terdapat penerima yang tidak sesuai kriteria sementara masyarakat yang lebih layak terabaikan. Informasi mengenai apa yang menjadi tujuan utama program tidak tersampaikan dengan jelas, sehingga penerima kurang memahami manfaat yang ingin dicapai. Proses pelaksanaan pun tidak selalu konsisten dari waktu ke waktu, sementara mekanisme koordinasi dan pengawasan di berbagai daerah tidak berjalan optimal. Lemahnya perencanaan dan keterbatasan sumber daya juga menyebabkan bagaimana program dilaksanakan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibatnya, tujuan BPNT sebagai program yang menekankan ketepatan sasaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah belum sepenuhnya tercapai.
b) Pelaksana program memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam menyalurkan bantuan tepat waktu dan tepat sasaran.
Pelaksana program dalam menjalankan tanggung jawab moral dan administratif untuk menyalurkan bantuan BPNT tepat waktu dan tepat sasaran masih dinilai tidak baik. Penyaluran bantuan sering tidak sesuai jadwal sehingga menimbulkan keterlambatan, sementara ketepatan sasaran penerima juga masih lemah karena terdapat masyarakat yang tidak berhak tetap menerima, sedangkan yang layak justru terlewat. Pelaksanaan di lapangan kerap tidak konsisten, koordinasi antari nstansi masih kurang, serta pengawasan belum berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan rendahnya komitmen petugas menyebabkan proses penyaluran tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut membuat tujuan utama program dalam memastikan bantuan sampai kepada penerima yang tepat, secara adil dan tepat waktu, belum dapat terlaksana secara maksimal.
c) Pelaksana Program bertindak secara jujur, transparan dan adil. 
Pelaksana program dalam bertindak jujur, transparan, dan adil masih dinilai tidak baik. Dalam praktiknya, proses penyaluran bantuan sering kali tidak mencerminkan keadilan karena terdapat penerima yang tidak sesuai kriteria, sementara masyarakat yang lebih layak justru tidak mendapatkan haknya. Transparansi juga belum sepenuhnya terwujud karena informasi terkait mekanisme maupun kriteria penerima tidak disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Di sisi lain, integritas petugas dalam menjalankan tugas masih dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi, serta keterbatasan sumber daya. Kondisi ini mengakibatkan proses penyaluran tidak berjalan sesuai prinsip kejujuran dan keadilan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan serta potensi kecemburuan sosial di kalangan penerima manfaat.
Pelaksanaan program BPNT masih dinilai kurang baik karena pemahaman pelaksana terhadap sasaran belum tepat, tanggung jawab moral dan administratif dalam penyaluran bantuan tidak konsisten serta sering terlambat, dan prinsip kejujuran, transparansi, serta keadilan belum dijalankan sepenuhnya. Lemahnya koordinasi, pengawasan, dan keterbatasan sumber daya turut memperburuk kondisi ini sehingga tujuan program belum tercapai secara optimal.
Untuk lebih jelasnya mengenai Disposisi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V. 6
Tanggapan Responden Mengenai Disposisi
	[bookmark: _Hlk207119457]
No
	
Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	
Jumlah

	
	
	SB
	B
	CB
	KB
	TB
	

	1
	Pelaksana program memahami dengan benar sasaran dan tujuan BPNT
	
Frek
	
 18
	
31
	
46
	
28
	
3
	
126

	
	
	
Skor
	
90
	
124
	
138
	
56
	
3
	
411

	2
	Pelaksana program memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam menyalurkan bantuan tepat waktu dan tepat sasaran
	
Frek
	
9
	
32
	
35
	
36
	
14
	
126

	
	
	
Skor
	
45
	
128
	
105
	
72
	
14
	
364

	3
	Pelaksana Program bertindak secara jujur, transparan dan adil
	
Frek
	
48
	
44
	
17
	
11
	
6
	
126

	
	
	
Skor
	
240
	
176
	
51
	
22
	
6
	
495

	

Jumlah
	
Frek
	75
	107
	98
	75
	13
	368

	
	
	20%
	29%
	27%
	20%
	4%
	100%

	
	Skor
	375
	428
	294
	150
	23
	1.270


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2025.
	Berdasarkan tabel V.6 di atas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden mengenai Disposisi didapat skor seluruhnya yaitu 1.270. Untuk mengetahui kategori jawaban responden mengenai Disposisi dapat dengan jelas dilihat dari garis kontinum sebagai berikut:

	1.270

504	  TB	908	KB	1.311	CB	1.714	B	2.117	 SB     2.52050%


	
20%	TB	36%	KB	52% 	CB	68%	  B	84%	  SB     100%
	Berdasarkan Kontinum yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa jawaban dari Responden terhadap indikator Disposisi dikategorikan Kurang Baik (KB) dengan total skor 1.270 (50%).
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Adapun sub indikator mengenai struktur birokrasi dalam implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu:
a) Pelaksanaan program BPNT telah mengikuti prosedur dan alur birokrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
Pelaksanaan program BPNT dalam mengikuti prosedur dan alur birokrasi sesuai SOP masih dinilai tidak baik. Pihak pelaksana yang seharusnya menjalankan mekanisme secara tepat justru sering mengabaikan tahapan penting, sehingga alur birokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Proses penyaluran dilakukan di berbagai wilayah tanpa konsistensi yang jelas, menyebabkan keterlambatan dan ketidaktepatan penerima. Mekanisme yang ditetapkan dalam SOP tidak sepenuhnya diterapkan, karena lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya pemahaman petugas mengenai aturan yang berlaku. Akibatnya, pelaksanaan program tidak mampu menjamin keteraturan, transparansi, serta ketepatan sasaran sesuai dengan tujuan utama BPNT.
b) Jumlah TKSK yang cukup untuk menangani wilayah kerjanya.
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada untuk menangani wilayah kerjanya masih dinilai tidak baik. Ketersediaan petugas di lapangan sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya penerima manfaat yang harus diawasi, sehingga pelaksanaan tugas tidak maksimal. Kondisi ini membuat sebagian daerah kurang terpantau dengan baik, sementara beban kerja pada TKSK yang tersedia menjadi terlalu berat. Koordinasi antarpetugas juga tidak berjalan efektif, ditambah keterbatasan sumber daya dan dukungan dari instansi terkait. Akibatnya, peran TKSK dalam memastikan ketepatan data, kelancaran penyaluran, dan keberlanjutan program BPNT tidak terlaksana secara optimal.
c) Komunikasi antar TKSK dengan Keluarga Penerima Manfaat dalam pembaruan data atau penyelesaian masalah dilapangan berjalan dengan lancar
Komunikasi yang terjalin antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal pembaruan data maupun penyelesaian masalah di lapangan masih dinilai tidak baik. Proses penyampaian informasi sering tidak konsisten, sehingga data yang tercatat tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata penerima. Penyelesaian masalah juga kerap berlangsung lambat karena koordinasi kurang efektif dan petugas tidak selalu responsif terhadap keluhan masyarakat. Selain itu, keterbatasan jumlah TKSK serta kurangnya dukungan teknis menyebabkan komunikasi tidak berjalan optimal. Akibatnya, proses pembaruan data dan penyelesaian masalah di lapangan tidak sepenuhnya mendukung ketepatan sasaran program BPNT.
Pelaksanaan program BPNT masih dinilai kurang baik karena pemahaman pelaksana terhadap sasaran dan tujuan belum sepenuhnya tepat, sehingga masih terdapat penerima yang tidak sesuai kriteria sementara masyarakat yang lebih layak terabaikan. Tanggung jawab moral dan administratif dalam menyalurkan bantuan juga belum berjalan maksimal, ditandai dengan keterlambatan penyaluran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurangnya komitmen petugas dalam memastikan bantuan sampai tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu, prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan belum sepenuhnya diterapkan karena mekanisme penyaluran tidak konsisten, informasi tidak terbuka, serta pengawasan kurang efektif, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan tujuan utama BPNT belum tercapai secara optimal.
Untuk lebih jelasnya mengenai Disposisi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V. 7
Tanggapan Responden Mengenai Struktur Birokrasi
	
No
	
Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	
Jumlah

	
	
	SB
	B
	CB
	KB
	TB
	

	1
	Pelaksanaan program BPNT telah mengikuti prosedur dan alur birokrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
	
Frek
	
13
	
41
	
47
	
20
	
5
	
126

	
	
	
Skor
	
65
	
164
	
141
	
40
	
5
	
415

	2
	Jumlah TKSK yang cukup untuk menangani wilayah kerjanya
	Frek
	5
	20
	44
	37
	20
	126

	
	
	Skor
	25
	80
	132
	74
	20
	331

	3
	Komunikasi antar TKSK dengan Keluarga Penerima Manfaat dalam pembaruan data atau penyelesaian masalah dilapangan berjalan dengan lancar
	
Frek
	
7
	
15
	
40
	
47
	
17
	
126

	
	
	
Skor
	
35
	
60
	
120
	
94
	
17
	
326

	

Jumlah
	
Frek
	25
	76
	131
	104
	42
	378

	
	
	6%
	20%
	35%
	28%
	11%
	100%

	
	Skor
	125
	304
	393
	208
	42
	1.072


Sumber Data: Hasil olahan data lapangan, tahun 2025.
Berdasarkan tabel V.7 di atas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden mengenai Struktur Birokrasi didapat skor seluruhnya yaitu 1.072. Untuk mengetahui kategori jawaban responden mengenai Struktur Birokrasi dapat dengan jelas dilihat dari garis kontinum sebagai berikut:
1.072

	
504	  TB	908	KB	1.311	CB	1.714	B	2.117	 SB     2.52043%


	
20%	TB	36%	KB	52% 	CB	68%	  B	84%	  SB     100%
	Berdasarkan Kontinum yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa jawaban dari Responden terhadap indikator Struktur Birokrasi dikategorikan Kurang Baik (KB) dengan total skor 1.072 (43%).
Selanjutnya untuk lebih jelas Implementasi Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan dari pihak Pemerintah Desa, Pendamping (BPNT) dan  Masyarakat Penerima (BPNT) dari empat indikator yang di teliti dapat dilihat pada tabel berikut:









Tabel V.8
Rekapitulasi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
	
No
	
Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	
Jumlah

	
	
	SB
	B
	CB
	KB
	TB
	

	1
	Komunikasi
	Frek
	110
	162
	79
	24
	3
	378

	
	
	Skor
	550
	648
	237
	48
	3
	1.486

	2
	Sumber Daya
	Frek
	48
	81
	144
	90
	15
	372

	
	
	Skor
	240
	324
	432
	180
	15
	1.191

	3
	Disposisi
	Frek
	75
	107
	98
	75
	23
	378

	
	
	Skor
	375
	428
	294
	150
	23
	1.270

	4
	Struktur Birokrasi
	Frek
	25
	76
	131
	104
	42
	378

	
	
	Skor
	125
	304
	393
	208
	42
	1.072

	

Jumlah
	
Frek
	258
	426
	452
	293
	83
	1.512

	
	
	17%
	28%
	30%
	20%
	5%
	100%

	
	Skor
	1.290
	1.704
	1.356
	586
	83
	5.019


Sumber data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2025
Di Lihat dari tabel V.8 di atas dapat diketahui bahwa Implementasi Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis melalui empat indikator di atas di peroleh total skor sebanyak 5.019 sehingga dapat dikategorikan kurang baik (KB). Hasil akhir dari rekapitulasi Implementasi Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum dibawah ini:
5.019

	
2.016  TB    3.627	KB	5.240	CB	6.853	B	8.466	 SB  10.08050%


	
20%	TB	36%	KB	52% 	CB	68%	  B	84%	  SB     100%
Berdasarkan kontinum di atas mengenai rekapitulasi Implementasi Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis berada rata-rata kategori Kurang Baik (KB), terbukti dengan jumlah akhir total skor 5.019 (50%).
C. [bookmark: _Hlk205839623]Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
Setelah melakukan penelitian terhadap Implementasi Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, penulis menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Faktor pendukung
Adapun faktor pendukung terhadap Implementasi Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi
Masyarakat penerima BPNT di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis telah memperoleh sosialisasi secara langsung oleh TKSK sebelum menjadi keluarga penerima manfaat. Pemahaman awal ini membantu masyarakat mengetahui tujuan, prosedur, dan hak yang mereka miliki dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu, setelah menerima bantuan, TKSK juga tetap memberikan sosialisasi lanjutan terkait mekanisme penggunaan bantuan, kewajiban penerima, serta prosedur pengaduan apabila terjadi kendala. Tersedianya tempat pengaduan bagi masyarakat menjadi sarana penting untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, atau masukan, sehingga memperlancar komunikasi dua arah antara pelaksana program dan penerima manfaat. Pemahaman yang baik tentang program mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif, mematuhi aturan yang berlaku, dan memanfaatkan bantuan secara tepat guna serta tepat sasaran.
b. Disposisi
Pelaksana program BPNT di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis memahami dengan benar sasaran dan tujuan program, sehingga langkah-langkah pelaksanaan dapat diarahkan tepat pada penerima yang berhak. Mereka juga memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bantuan disalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu, sikap jujur, transparan, dan adil yang ditunjukkan pelaksana program menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan. Kombinasi pemahaman yang baik, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan integritas dalam pelaksanaan menjadi faktor pendukung yang kuat bagi keberhasilan program BPNT di desa ini.
2. Faktor Penghambat
Adapun faktor penghambat terhadap Implementasi Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:
a. Sumber Daya
Pelaksanaan program BPNT di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis masih menghadapi kendala terkait pemenuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sesuai kriteria, di mana terdapat penerima bantuan yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi oleh TKSK juga belum berjalan secara optimal, sehingga tidak semua permasalahan di lapangan dapat teridentifikasi dan ditangani dengan cepat. Selain itu, kunjungan lapangan yang dilakukan TKSK masih terbatas, sehingga proses verifikasi data dan pemantauan kondisi penerima bantuan kurang maksimal. Keterbatasan ini menghambat efektivitas pelaksanaan program dan berpotensi menurunkan akurasi penyaluran bantuan.


b. Struktur Birokrasi
Pelaksanaan program BPNT di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis masih menghadapi kendala pada penerapan SOP yang mengatur pelaksanaan program. Tidak semua pelaksana program sepenuhnya mengikuti prosedur dan alur birokrasi yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Pembagian tugas antar pelaksana program juga belum sepenuhnya jelas, yang dapat mengakibatkan tumpang tindih pekerjaan atau adanya bagian yang terabaikan. Selain itu, koordinasi antar pihak terkait belum berjalan secara optimal, sehingga penyelesaian permasalahan di lapangan cenderung lambat.












BAB VI
KESIMPULAN
1. Kesimpulan
1. Implementasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian melalui keempat indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program BPNT di Desa Sungai Cingam termasuk kategori cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelum dan sesudah menerima bantuan, pelaksanaan penyaluran yang sebagian besar tepat sasaran, adanya kunjungan lapangan oleh TKSK, serta penerapan prosedur sesuai SOP yang berlaku. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemutakhiran data penerima manfaat.
1. Faktor pendukung implementasi Program BPNT di Desa Sungai Cingam antara lain adanya kerjasama yang baik antara TKSK, pemerintah desa, dan Dinas Sosial dalam proses penyaluran bantuan; tersedianya e-warong sebagai tempat pembelian bahan pangan; adanya monitoring dan evaluasi berkala oleh TKSK; serta kesadaran sebagian besar KPM untuk memanfaatkan bantuan sesuai tujuan program. Faktor-faktor ini membantu memastikan bantuan dapat disalurkan sesuai mekanisme dan bermanfaat bagi peningkatan ketahanan pangan keluarga miskin.
1. Faktor penghambat implementasi Program BPNT di Desa Sungai Cingam meliputi ketidaktepatan sasaran akibat data DTKS yang belum sepenuhnya mutakhir, kurangnya intensitas sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan jumlah dan jangkauan kerja TKSK, serta masih adanya keluarga penerima manfaat (KPM) yang kurang memahami prosedur penggunaan kartu keluarga sejahtera (KKS). Hambatan-hambatan ini berdampak pada keterlambatan penyaluran, potensi kecemburuan sosial, dan kurang optimalnya pencapaian tujuan program.
1. Saran
1. Kepala Desa Sungai Cingam harus memperkuat akurasi pendataan KPM melalui verifikasi dan validasi berkala, serta mengalokasikan dukungan anggaran desa bagi kegiatan sosialisasi, monitoring, dan pembaruan data. Koordinasi dengan TKSK dan pendamping BPNT perlu ditingkatkan agar setiap kendala penyaluran dan pengaduan masyarakat dapat segera ditangani. 
2. Pendamping BPNT lebih aktif melakukan sosialisasi sebelum dan sesudah penyaluran, memperkuat monitoring lapangan, membantu KPM dalam pengurusan administrasi, serta melaporkan temuan lapangan secara sistematis kepada pihak terkait.
3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Rupat (TKSK) perlu meningkatkan kehadiran di lapangan, memperkuat koordinasi lintas pihak, menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada Dinas Sosial sehingga implementasi BPNT di Desa Sungai Cingam dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
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PERMOHONAN PENGISIAN ANGKET

A. Permohonan					Dumai,         Agustus 2025Kepada Yth:
Bapak/Ibu/Saudara/I
Di-
tempat
No. Angket:
Prihal	: Permohonan 
Pengisian Angket





Dengan hormat,
Dalam rangka penulisan Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai, Untuk itu penulis mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I sebagai responden berkenan meluangkan waktu untuk mengisi angket yang telah di sediakan.
Adapun pertanyaan berkaitan dengan judul penelitian yaitu ”Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”. Pengisian angket ini pada prinsipnya tidak mempengaruhi penilaian apapun, karena digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah dan seluruh jawaban yang diberikan akan terjaga kerahasiaannya.
Demikian permohonan ini penulis sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang Bapak/Ibu/Saudara/I berikan, penulis ucapkan terimakasih
Hormat Penulis


SUTRISNO
NIM: 2110090811080
B. Identitas Responden

Nama			: ……………………………………………………………
Jenis Kelamin	: …………………………………………….………….….
Umur			: …………………………………………….………….….
Pendidikan		: …………………………………………….………….….
Pangkat/Golongan	: …………………………………………….………….….
Masa Kerja		: …………………………………………….………….….

C. PETUNJUK PENGISIAN

1. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberikan tanda ceklis (√)
Pada jawaban yang paling sesuai menurut bapak/ibu/saudara/i.
2. Kriteria penilaian
· Sangat Baik		(SB)		: Diberi skor 5
· Baik			(B)		: Diberi skor 4
· Cukup Baik		(CB)		: Diberi skor 3
· Kurang Baik		(KB)		: Diberi skor 2
· Tidak Baik		(TB)		: Diberi skor 1

3. Contoh pengisian
	
NO
	
PERNYATAAN
	Kategori Jawaban

	
	
	SB
	B
	CB
	KB
	TB

	
	
	(5)
	(4)
	(3)
	(2)
	(1)

	
1.
	Adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BPNT sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
	
	
	
	
	

	
2.
	Adanya tempat pengaduan bagi masyarakat terhadap kendala dari program BPNT
	
	

	
	
	


D. PERNYATAAN / ISI ANGKET

	
NO.
	
PERNYATAAN
	Kategori Jawaban

	
	
	SB
	B
	CB
	KB
	TB

	
	
	(5)
	(4)
	(3)
	(2)
	(1)

	
1.
	Adanya sosialisasi secara langsung oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Rupat sebelum menerima sebagai keluarga penerima manfaat
	
	
	
	
	

	
2.
	Adanya sosialisasi secara langsung oleh TKSK sesudah menerima sebagai keluarga penerima manfaat
	
	
	
	
	

	3.
	Adanya tempat pengaduan bagi masyarakat terhadap kendala dari program BPNT 
	
	
	
	
	

	4.
	Adanya KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang menerima BPNT sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
	
	
	
	
	

	
5.
	Adanya TKSK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap KPM
	
	
	
	
	

	6.
	Adanya kunjungan lapangan oleh TKSK untuk menentukan yang berhak menerima program BPNT
	
	
	
	
	

	7.
	Pelaksana program memahami dengan benar sasaran dan tujuan BPNT
	
	
	
	
	

	8.
	Pelaksana program BPNT memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam menyalurkan bantuan tepat waktu dan tepat sasaran
	
	
	
	
	

	
9.
	Pelaksana Program BPNT bertindak secara jujur, transparan dan adil
	
	
	
	
	

	
10.
	Pelaksanaan program BPNT telah mengikuti prosedur dan alur birokrasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
	
	
	
	
	

	11
	Jumlah TKSK yang cukup untuk menangani wilayah kerjanya
	
	
	
	
	

	12
	Komunikasi antar TKSK dengan Keluarga Penerima Manfaat dalam pembaruan data atau penyelesaian masalah dilapangan berjalan dengan lancar
	
	
	
	
	



Saran:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………




	LEMBARAN DATA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM

	 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA SUNGAI CINGAM

	KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

	NO
	Komunikasi
	Sumber Daya
	Disposisi
	Struktur Birokrasi

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	5
	4
	4
	3
	3
	4
	3
	2
	5
	3
	1
	2

	2
	5
	5
	4
	5
	3
	4
	2
	3
	4
	3
	2
	1

	3
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5

	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3
	4
	5
	3
	2
	4

	5
	5
	4
	2
	5
	3
	2
	5
	4
	5
	4
	3
	4

	6
	4
	4
	3
	5
	3
	2
	3
	4
	5
	4
	2
	3

	7
	5
	5
	4
	3
	3
	2
	3
	2
	5
	3
	3
	2

	8
	4
	5
	4
	3
	3
	2
	2
	3
	4
	3
	3
	2

	9
	4
	3
	3
	2
	4
	4
	3
	2
	4
	3
	2
	2

	10
	5
	4
	3
	2
	3
	4
	3
	4
	5
	4
	3
	2

	11
	4
	4
	3
	3
	4
	2
	4
	5
	5
	4
	3
	3

	12
	5
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	2
	2
	3
	5
	2

	13
	4
	4
	3
	4
	2
	2
	3
	4
	5
	3
	2
	3

	14
	5
	5
	4
	5
	3
	2
	3
	3
	4
	3
	4
	2

	15
	5
	4
	4
	3
	1
	2
	3
	1
	5
	3
	3
	4

	16
	5
	4
	3
	5
	3
	2
	5
	3
	5
	3
	2
	3

	17
	3
	3
	3
	4
	4
	2
	3
	4
	4
	4
	3
	4

	18
	5
	4
	4
	5
	3
	2
	2
	4
	5
	3
	3
	2

	19
	5
	4
	2
	3
	1
	2
	3
	2
	2
	3
	1
	2

	20
	5
	4
	4
	3
	3
	4
	5
	2
	5
	4
	4
	4

	21
	5
	4
	4
	3
	4
	5
	5
	4
	4
	3
	4
	2

	22
	5
	4
	3
	4
	2
	3
	4
	4
	4
	3
	3
	3

	23
	5
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	5
	5
	5
	4
	3

	24
	5
	4
	5
	5
	4
	3
	3
	2
	4
	3
	3
	2

	25
	5
	5
	5
	4
	5
	3
	3
	2
	5
	4
	4
	4

	26
	4
	5
	5
	4
	4
	3
	3
	4
	2
	2
	2
	2

	27
	5
	4
	3
	4
	3
	2
	4
	3
	4
	4
	3
	3

	28
	5
	4
	4
	3
	3
	4
	4
	2
	4
	3
	4
	5

	29
	5
	5
	4
	5
	4
	3
	4
	2
	5
	4
	3
	2

	30
	5
	5
	4
	4
	3
	4
	3
	2
	5
	4
	4
	3

	31
	5
	4
	4
	5
	3
	3
	4
	3
	5
	3
	2
	2

	32
	4
	4
	5
	3
	3
	2
	3
	4
	5
	5
	3
	3

	33
	4
	4
	4
	3
	2
	2
	3
	3
	4
	3
	4
	3

	34
	2
	2
	3
	4
	1
	1
	4
	3
	3
	1
	1
	1

	35
	5
	5
	4
	5
	2
	3
	5
	1
	4
	5
	2
	5

	36
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	2
	2

	37
	2
	2
	3
	3
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	1
	3

	38
	5
	5
	3
	4
	5
	3
	5
	3
	4
	5
	2
	4

	39
	4
	4
	4
	3
	3
	5
	5
	2
	2
	3
	2
	5

	40
	5
	4
	3
	3
	1
	1
	2
	2
	5
	5
	2
	4

	41
	5
	4
	5
	3
	2
	2
	2
	1
	4
	3
	2
	5

	42
	5
	5
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	2
	1
	1
	3

	43
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3

	44
	5
	5
	3
	5
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3

	45
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	3

	46
	4
	4
	3
	3
	5
	5
	5
	2
	5
	4
	4
	2

	47
	5
	5
	5
	4
	3
	2
	2
	1
	3
	3
	1
	5

	48
	5
	4
	5
	5
	2
	2
	5
	5
	5
	5
	3
	3

	49
	4
	5
	2
	1
	3
	2
	4
	4
	5
	2
	1
	3

	50
	5
	5
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	4
	3
	1
	1

	51
	5
	4
	3
	2
	3
	2
	4
	3
	1
	1
	1
	1

	52
	5
	5
	4
	3
	2
	1
	3
	3
	3
	3
	2
	1

	53
	4
	3
	3
	2
	3
	2
	1
	1
	4
	3
	1
	2

	54
	2
	2
	2
	3
	3
	4
	5
	4
	5
	5
	1
	4

	55
	5
	5
	4
	5
	3
	3
	2
	3
	3
	2
	1
	1

	56
	4
	5
	4
	3
	3
	2
	3
	4
	4
	3
	2
	3

	57
	5
	4
	5
	3
	2
	3
	2
	1
	5
	4
	3
	2

	58
	5
	4
	5
	3
	2
	3
	4
	2
	2
	3
	1
	1

	59
	4
	3
	4
	4
	3
	5
	4
	1
	5
	4
	3
	2

	60
	3
	3
	4
	2
	3
	4
	2
	5
	5
	4
	5
	2

	61
	5
	4
	4
	5
	3
	3
	2
	2
	4
	3
	1
	1

	62
	5
	4
	3
	3
	2
	1
	2
	3
	4
	3
	2
	2

	63
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	4
	2
	5
	4
	2
	1

	64
	5
	4
	3
	3
	3
	2
	3
	4
	5
	4
	4
	2

	65
	5
	4
	3
	5
	3
	4
	2
	4
	2
	1
	3
	3

	66
	5
	4
	3
	2
	4
	2
	3
	4
	5
	4
	2
	2

	67
	3
	4
	3
	5
	3
	2
	1
	4
	5
	3
	2
	1

	68
	5
	4
	3
	3
	4
	2
	2
	3
	4
	3
	2
	3

	69
	2
	3
	4
	3
	5
	5
	2
	2
	1
	3
	3
	2

	70
	4
	5
	4
	3
	2
	3
	4
	2
	4
	5
	4
	3

	71
	2
	5
	5
	4
	5
	4
	3
	2
	5
	3
	3
	4

	72
	3
	4
	1
	3
	2
	3
	4
	5
	5
	4
	3
	2

	73
	5
	4
	3
	4
	5
	3
	4
	1
	4
	3
	2
	3

	74
	4
	3
	4
	2
	3
	4
	5
	3
	4
	4
	3
	5

	75
	4
	2
	4
	5
	3
	4
	2
	4
	4
	4
	5
	4

	76
	5
	4
	2
	3
	4
	1
	3
	4
	2
	2
	3
	1

	77
	4
	2
	4
	3
	5
	2
	3
	4
	3
	2
	4
	3

	78
	4
	3
	2
	3
	3
	5
	4
	3
	3
	2
	4
	3

	79
	3
	2
	4
	3
	2
	4
	5
	3
	1
	2
	4
	3

	80
	2
	4
	3
	1
	3
	4
	3
	3
	4
	4
	2
	3

	81
	4
	3
	4
	2
	4
	3
	5
	3
	3
	2
	3
	1

	82
	5
	3
	4
	2
	3
	4
	2
	3
	3
	2
	4
	3

	83
	5
	5
	4
	5
	3
	3
	4
	2
	1
	1
	2
	3

	84
	4
	5
	4
	3
	2
	4
	5
	3
	5
	4
	3
	1

	85
	4
	5
	5
	4
	3
	3
	2
	3
	4
	5
	2
	2

	86
	5
	4
	4
	3
	4
	2
	3
	2
	5
	2
	2
	2

	87
	5
	4
	3
	4
	3
	3
	4
	3
	3
	2
	3
	1

	88
	1
	2
	3
	2
	4
	5
	4
	2
	5
	4
	5
	3

	89
	4
	3
	4
	5
	3
	2
	4
	1
	4
	3
	2
	2

	90
	3
	4
	3
	2
	3
	4
	2
	4
	4
	3
	2
	4

	91
	5
	4
	3
	4
	5
	4
	3
	2
	5
	4
	3
	2

	92
	5
	4
	3
	2
	2
	3
	2
	1
	2
	2
	1
	2

	93
	5
	5
	4
	4
	4
	3
	3
	3
	5
	4
	3
	2

	94
	5
	4
	5
	4
	3
	1
	4
	1
	5
	4
	1
	3

	95
	4
	3
	4
	5
	2
	3
	2
	1
	4
	3
	2
	2

	96
	5
	4
	3
	2
	1
	1
	2
	3
	5
	5
	2
	2

	97
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	5
	3
	4
	3
	2
	2

	98
	3
	4
	4
	4
	5
	3
	5
	3
	5
	4
	3
	2

	99
	5
	4
	4
	3
	3
	3
	4
	3
	2
	3
	2
	1

	100
	3
	2
	3
	4
	3
	4
	3
	2
	5
	4
	3
	2

	101
	5
	4
	5
	3
	3
	2
	4
	2
	5
	3
	2
	1

	102
	4
	4
	3
	5
	2
	2
	3
	4
	1
	2
	1
	2

	103
	5
	4
	3
	4
	3
	2
	3
	1
	4
	4
	2
	2

	104
	4
	4
	3
	4
	3
	2
	3
	2
	5
	4
	4
	3

	105
	5
	4
	3
	4
	4
	3
	4
	2
	4
	5
	2
	2

	106
	4
	5
	3
	2
	3
	2
	3
	4
	4
	5
	3
	2

	107
	5
	4
	2
	5
	2
	1
	3
	2
	4
	2
	3
	3

	108
	4
	2
	1
	2
	4
	5
	5
	5
	3
	3
	1
	2

	109
	5
	4
	3
	5
	3
	4
	3
	2
	5
	4
	3
	2

	110
	5
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	2
	3
	2
	1
	1

	111
	5
	4
	5
	4
	3
	4
	3
	2
	5
	4
	3
	4

	112
	4
	3
	5
	4
	4
	3
	3
	4
	4
	3
	3
	3

	113
	4
	5
	4
	4
	3
	3
	3
	4
	3
	2
	3
	2

	114
	4
	4
	3
	3
	2
	3
	4
	3
	3
	3
	4
	3

	115
	4
	4
	3
	3
	2
	2
	2
	3
	4
	4
	3
	3

	116
	4
	4
	2
	3
	2
	4
	2
	3
	4
	3
	2
	3

	117
	4
	3
	3
	2
	2
	3
	2
	3
	4
	4
	4
	3

	118
	4
	4
	3
	3
	2
	2
	3
	4
	4
	4
	3
	3

	119
	4
	3
	3
	3
	2
	2
	3
	3
	4
	4
	3
	3

	120
	4
	3
	4
	3
	2
	3
	4
	4
	4
	3
	4
	4

	121
	3
	4
	3
	5
	3
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	3

	122
	5
	4
	4
	3
	3
	4
	3
	5
	4
	4
	3
	2

	123
	2
	3
	4
	5
	4
	3
	2
	4
	5
	4
	3
	2

	124
	4
	4
	5
	5
	3
	3
	2
	2
	3
	2
	3
	2

	125
	5
	4
	4
	3
	2
	2
	3
	4
	5
	4
	3
	4

	126
	4
	5
	4
	3
	2
	2
	1
	2
	3
	2
	2
	2

	Jumlah
	541
	495
	450
	441
	383
	367
	411
	364
	495
	415
	331
	326

	 
	1.486
	1.191
	1.270
	1.072

	Jumlah Skor
	5.019

	JUMLAH TANGGAPAN RESPONDEN BERDASARKAN SUB INDIKATOR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NO
	Komunikasi
	Sumber Daya
	Disposisi
	Struktur Birokrasi

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	SB
	65
	28
	17
	27
	11
	10
	18
	9
	48
	13
	5
	7

	B
	42
	70
	50
	31
	23
	27
	31
	32
	44
	41
	20
	15

	CB
	11
	19
	49
	48
	57
	39
	46
	35
	17
	47
	44
	40

	KB
	7
	9
	8
	18
	30
	42
	28
	36
	11
	20
	37
	47

	TB
	1
	0
	2
	2
	5
	8
	3
	14
	6
	5
	20
	17

	JUMLAH
	126
	126
	126
	126
	126
	126
	126
	126
	126
	126
	126
	126

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUMLAH TANGGAPAN RESPONDEN BERDASARKAN INDIKATOR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INDIKATOR
	SKOR JAWABAN 
	JUMLAH
	
	
	

	
	SB
	B
	CB
	KB
	TB
	
	
	
	

	KOMUNIKASI
	110
	162
	79
	24
	3
	378
	
	
	

	SUMBER DAYA
	48
	81
	144
	90
	15
	372
	
	
	

	DISPOSISI
	75
	107
	98
	75
	23
	378
	
	
	

	STRUKTUR BIROKRASI
	25
	76
	131
	104
	42
	378
	
	
	

	JUMLAH
	258
	426
	452
	293
	83
	1.512
	
	
	

	KETERANGAN
	
	

	SKOR JAWABAN
	KETERANGAN
	
	

	SB
	:
	5
	SANGAT BAIK
	2.118 – 2.520
	
	

	B
	:
	4
	BAIK
	1.715 – 2.117
	
	

	CB
	:
	3
	CUKUP BAIK
	1.312 – 1.714
	
	

	KB
	:
	2
	KURANG BAIK
	909 – 1.311
	
	

	TB
	:
	1
	TIDAK BAIK
	504 – 908
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